
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor  : 584/Kep.  639    -Rek dan SDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KESEKRETARIATAN SELEKSI CALON ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT

CIREBON JABAR (PERSERODA) MASA BHAKTI TAHUN 2023-2027

BUPATI  CIREBON,

Menimbang          :   a.     bahwa  dalam  rarlgka  menunjang  kelancaran  seleksi
Calon  Anggota  Dewan  Komisaris  Perseroan  Terbatas
Bank  Perkreditan  Rakyat  Cirebon  Jabar  (Perseroda)
Masa  Bhakti  Tahun  2023-2027,   perlu  membentuk
Panitia    kesekretariataan    Calon    Anggota    Dewan
Komisaris    Perseroan    Terbatas    Bank    Perkreditan
Rakyat    Cirebon   Jabar    (Perseroda)    Masa    Bhakti
Tahun 2023-2027;

b.     bahwa    berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud    dalam    huruf    a,    perlu    menetapkan
Keputusan   Bupati   tentang   Pembentukan   Panitia
Kesekretariatan     Seleksi     Calon     Anggota     Dewan
Komisaris    Perseroan    Terbatas    Bank    Perkreditan
Rakyat    Cirebon    Jabar    (Perseroda)    Masa    Bhakti
Tahun 2023-2027;

Mengingat             :    1.      Undang-Undang   Nomor    14   Tahun    1950   tentang
Pembentukan    Daerah-Daerah    Kabupaten    Dalam
Lingkungan   Provinsi   Djawa   Barat   (Berita   Negara
Republik Indonesia   tanggal  8 Agustus Tahun  1950)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor     4     Tahun     1968     tentang    Pembentukan
Kabupaten    Purwakarta    dan    Kabupaten    Subang
dengan     mengubah     Undang-Undang     Nomor     14
Tahun   1950  tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah
Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Propinsi  Djawa  Barat
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1968
Nomor   31,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 2851);



2.      Undang-Undang    Nomor    7    Tahun    1992    tentang
Perbankan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  1992  Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  3472)  sebagaimana  telah
diubah       dengan       Undang-Und ang       Nomor       4
Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan
Sektor     Keuangan     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6845) ;

3.     Undang-Undang   Nomor   40   Tahun   2007   tentang
Perseroan    Terbatas    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia    Tahun    2007    Nomor    106,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;

4.      Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2014    Nomor    244,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,   terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan       Peraturan       Pemerintah       Pengganti
Undang-Undang   Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kelja   menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

5.     Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan    Usaha    Milik    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik    Indonesia    Tahun     2017     Nomor    305,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6173);

6.     Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

7.     Peraturan            Otoritas            Jasa            Keuangan
Nomor   4/POJK.03/2015   tentang   Penerapan   Tata
Kelola   Bagi   Bank   Perkreditan   Rakyat   (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  72,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5685);



8.      Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Nomor     37
Tahun       2 018       tentang       Pengangkatan       dan
Pemberhentian    Anggota    Dewan    Pengawas    atau
Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha
Milik   Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2018 Nomor 700);

9.     Peraturan   Daerah   Provinsi  Jawa  Barat   Nomor   14
Tahun   2006    tentang   Perusahaan   Daerah   Bank
Perkreditan     Rakyat     dan     Perusahaan     Daerah
Perkreditan  Kecamatan  (Lembaran  Daerah  Provinsi
Jawa  Barat  Tahun  2006     Nomor  93)  sebagaimana
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan
Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  6  Tahun  2015
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Daerah
Provinsi Jawa  Barat  Nomor  14  Tahun  2006  tentang
Perusahaan  Daerah  Bank  Perkreditan  Rakyat  dan
Pe rusahaan       D aerah       Pe rkre ditan       Kecamatan
(Lembaran Daerah I+ovinsi Jawa Barat   Tahun 2015
Nomor   185,   Seri  E,   Tambahan   Lembaran  Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 185);

10.   Peraturan   Daerah   Provinsi   Jawa   Barat   Nomor   7
Tahun  2021  tentang  Penyertaan  Modal  Pemerintah
Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  pada  PT.   BPR  Bogor
Jabar    (Perseroda),     PT.     BPR    Indramayu    Jabar
(Perseroda)  dan  Pr.  BPR  Cirebon  Jabar  (Perseroda)
(I+embaran        D aerah        Provinsi        J awa        B arat
Tahun 2021 Nomor 7);

11.   Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Nomor    5
Tahun    2018    tentang   Penggabungan   Perusahaan
Daerah   Bank   Perkreditan   Rakyat   di   Kabupaten
Cirebon   (I,embaran   Daerah   Kabupaten       Cirebon
Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);

Memperhatikan   :    1.      Surat        Otoritas        Jasa        Keuangan        Cirebon
Nomor  :  S-113/KO.0201/2022  tanggal  17  Mei  2022

perihal   persetujuan   pengalihan   izin   usaha   dalam
rangka    perubahan    bentuk    badan    hukum    dan
perubahan      nana      Perusahaan      Daerah      BPR
Astanajapura    menjadi    Perseroan    Terbatas    BPR
Cirebon Jabar (Perseroda).

2.      Berita Acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)
Pertama     PT.     BPR     Cirebon     Jabar     (Perseroda)
tanggal  27  Mei  2022  tentang  Tindak  Lanjut  Hasil
Proses  Perubahan  Nama dan  Bentuk Badan  Hukum
PD.   BPR   Astanajapura   menjadi   PT.   BPR   Cirebon
Jabar (Perseroda) ;



3.      Surat      Dewan      Komisaris      PI`.      BPR      Cirebon
Jabar       Nomor:       584.3/02/Bank-bcj/DK/Ill/2023
tanggal     3     Maret     2023     perihal     Permohonan
pelaks anaan           pansel           D ewan           Komis aris
FT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda);

4.      Keputusan  Bupati  Cirebon  Nomor  :  500/Kep .....- Rek
dan SDA/2023 tentang Pembentukan Paniti±si
Calon  Anggota  Dewan  Komisaris  Perseroan  Terbatas
Bank Perkreditan  Rakyat   Cirebon Jabar  (Perseroda)
Masa Bhakti Tahun 2023-2027;

MEMUTUSRAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Membentuk Panitia Kesekretariatan Seleksi Calon Anggota
Dewan  Komisaris  Perseroan  Terbatas  Bank  Perkreditan
Rakyat      Cirebon     Jabar      (Perseroda)      Masa     Bhakti
Tahun     2023-2027,      dengan     susunan     keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lanpiran yang merupakan
bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.

:   Tugas   Panitia   Kesekretariatan   sebagaimana   dimaksud
pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a.  merencanakan persiapan kegiatan;

b. menyusun draft serta administrasi kegiatan;

c.  melakukan     koordinasi     dan     komunikasi     dengan
stakeholder baik Bupati, Bank BCJ, dan Panitia Seleksi;

d. menyusun  rencana  anggaran  kebutuhan  pelaksanaan
ke8iatan;

e.  mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan;

f.   pengadministrasian      pelaporan      dan      dokumentasi
kegiatan; dan

9.  melaporkan  hasil  rangkaian  kegiatan  kepada  Bupati,
untuk  dibuatkan   usulan   persetujuan   Otoritas  Jasa
Keuangan (OJK).

:   Panitia    Kesekretariatan    dalam    melaksanakan    tugas
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung
jawab membantu Panitia Seleksi.

:   Segala  biaya  yang  timbul  sebagai  akibat  diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda).



KELIMA                 :   Keputusan    Bupati    ini    mulai    berlarfu    pada    tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

padatanggal    23   Juni:;.   2o23

Tembusan:

1.   Yth. Gubemur Jawa Barat;

2.   Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;

3.   Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR

TANGGAL

TENTENG

500/Kep.  639-Rek dan SDA/2023

23   Juni   2023

PEMBENTUKAN    PANITIA    RESEKRETARIATAN
SELE KS I        CALO N        D EWAN        KO M I SARI S
PT           PER SEROAN           TE RBATA S           BAN K
PERKREDITAN      RAKYAT      CIREBON      JABAR

(PERS ERO DA)                     MA SA                     B HAKTI
TAHUN 2023-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA RESEKRETARIATAV SELEKSI
CALON DEWAN KOMISARIS PT PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN

RAKYAT CIREBON JABAR (PERSERODA) MASA BHAKTI
TAHUN 2023-2027

I.       Pembina

11.      Pengarah

Ill.    Ketua

IV.    Wakfl Ketua

V.     S ekre taris

VI.    An88Ota

:      Bupaticirebon

:      Sekretaris Daerah Kabupaten cirebon

:     Asisten perekonomian dan pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

:      Analis    Kebijakan    Ahli    Muda    pada    Bagian
Perekonomian     dan      Sumber     Daya     Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

:      1.  UnsurBagianHukum

2.  Unsur Bagian Perekonomian dan  SDA Setda
Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBO£`'
SERETARIAT DAEinH

J!.  Sunan Kalijaga No. 7 Telp.  (0231) 321197 -321792 Fax.  321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebenkab.go. id

SUMBER

Kepada
Dari
Nomor
Tanggal
Sifat
Lampiran
Perihal

NOTA DINAS

Yth. Bapak Bupati Cirebon
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon
584.22/  2ol   -Rek&SDA
\1  Juni 2023
Penting
1 (satu) berkas
Permohonan    Penerbitan  Keputusan  Bupati  Cirebon
Pembentukan  Panitia  Kesekretariatan  Seleksi  Calon
Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat
Cirebon Jabar {Persereda} nasa bhakti Tahun 2023-2027 ,

Bahwa  dalam  rangka  menunjang kelancaran  seleksi  calon
Anggota     Dewan     Komisaris     Perseroan     Terbatas     Bank
Perkreditan   Rakyat  Cirebon  Jabar  (Perser.oda)   nasa  bhakei
Tahun  2023-2027,  perlu  membentuk  panitia  kesekretariatari
calon   Anggota   Dewan   Komisaris   Perseroan   Terbatas   Bank
Perkreditan   Ralryat  Cirebon  Jabar  (Perseroda)   masa  bhakti
Tahun 2023-2027.

Berdasarkan  pertimbangan  diatas,   kami  mohon  kiranya
dapat    menetapkan    Keputusan    Bupati    Cirebon    Tentang
Pembentukan      Panitia      Kesekretariatan      Seleksi      calon
Anggota     Dewan     Komisaris     Perseroan     Terbatas     Bank
Perkreditan  Rakyat  Cirebon  Jabar  {Perseroda)   nasa  bhakti
Tahun 2023-2027.

Demikian atas perkenannya  kami  sampaikan terima kasih`

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

;.i:--I-=-:        _

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor  : 584/Kep.            -Rek dan SDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KESEKRETARIATAN SELEKSI CALON ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT

CIREBON JABAR (PERSERODA) MASA BHAKTI TAHUN 2023-2027

BUPATI   CIREBON,

Menimbang          :   a.      bahwa  dalam  rangka  menunjang  kelancaran  seleksi
Calon  Anggota  Dewan  Komisaris  Perseroan  Terbatas
Bank  Perkreditan  Rakyat  Cirebon  Jabar  (Perseroda)
Masa  Bhakti  Tahun  2023-2027,   perlu  membentuk
Panitia    kesekretariataan    Calon    Anggota    Dewan
Komisaris    Perseroan    Terbatas    Bank    Perkreditan
Rakyat    Cirebon    Jabar    (Perseroda)    Masa    Bhakti
Tahun 2023-2027;

b.     bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud    dalam    huruf    a,    perlu    menetapkan
Keputusan   Bupati   tentang   Pembentukan   Panitia
Kesekretariatan     Seleksi     Calon     Anggota     Dewan
Komisaris    Perseroan    Terbatas    Bank    Perkreditan
Rakyat    Cirebon    Jabar    (Perseroda)    Masa    Bhakti
Tahun 2023-2027;

Mengingat             :    1.      Undang-Undang   Nomor    14   Tahun    1950   tentang
Pembentukan    Daerah-Daerah    Kabupaten    Dalam
Lingkungan   FTovinsi   Djawa   Barat   (Berita   Negara
Republik Indonesia   tanggal  8 Agustus Tahun  1950)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor     4     Tahun     1968     tentang     Pembentukan

i-tutkd:

.bupaten    Subang
ang     Nomor      14

Kabupaten    Purwakarta    dan
dengan     mengubah     Undang
Tahun   1950   tentang  Pembe Daerah-Daerah
Kabupaten  Dalaln  Lingkungan  Propinsi  Djawa  Barat
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1968
Nomor   31,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 2851);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

a?,    3.      Surat      Dewan      Komisaris      FT.       BPR      Cirebon

Jabar       Nomor:       584.3/ 02 / Bank-bcj / DK/ Ill/ 2023
tanggal     3     Maret     2023     perihal     Permohonan
pe laks anaan          p ansel           D ewan           Ko misaris
PI`. BPR Cirebon Jabar (Perseroda);

i.  4.      Surat        Otoritas        Jasa        Keuangan        Cirebon
Nomor  :  S-113/KO.0201/2022  tanggal  17  Mei  2022

perihal   persetujuan   pengalihan   izin   usaha   dalam
rangka    perubahan    bentuk    badan    hukum    dan
perubahan      mama      Perusahaan      Daerah      BPR
Astanajapura    menjadi    Perseroan    Terbatas    BPR
Cirebon Jabar (Perseroda).

MEMUTUSRAN:

:   Membentuk Panitia Kesekretariatan Seleksi Calon Anggota
Dewan  Komisaris  Perseroan  Terbatas  Bank  Perkreditan
Rakyat      Cirebon     Jabar      (Perseroda)      Masa     Bhakti
Tahun     2023-2027,      dengan     susunan     keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.

:   Tugas   Panitia   Kesekretariatan   sebagaimana   dimaksud
pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a. merencanakan persiapan kegiatan;
b. menyusun draft serta administrasi kegiatan;
c.  melakukan     koordinasi     dan     komunikasi     dengan

stakeholder baik Bupati, Bank BCJ, dan Panitia Seleksi;
d. menyusun  rencana  anggaran  kebutuhan  pelaksanaan

kegiatan;
e.  mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan;
f.   pengadministrasian      pelaporan      dan      dokumentasi

kegiatan; dan

9.  melaporkan  hasil  rangkaian  kegiatan  kepada  Bupati,
untuk  dibuatkan  usulan   persetujuan   Otoritas  Jasa
Keuangan (OJK).

:   Panitia    Kesekretariatan    dalam    melaksanakan    tugas
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung
jawab membantu Panitia Seleksi.

:   Segala  biaya  yang  timbul  sebagal  akibat  diterbitkarmya
Keputusan ini dibebankan pada Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda).



8.      Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Nomor     37
Tahu n       2 018       tentang       Pe ngangkatan       dan
Pemberhentian    Anggota    Dewan    Pengawas    atau
Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha
Milik   Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2018 Nomor 700);

9.     Peraturan   Daerah  Provinsi  Jawa   Barat   Nomor   14
Tahun    2006    tentang   Perusahaan   Daerah   Bank
Perkreditan     Rakyat     dan     Perusahaan     Daerah
Perkreditan  Kecamatan  (Lembaran  Daerah  Provinsi
Jawa  Barat  Tahun  2006     Nomor  93)  sebagaimana
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan
Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  6  Tahun  2015
tentang  Perubahan  Kedua  Atas   Peraturan  Daerah
Provinsi Jawa  Barat  Nomor  14  Tahun  2006  tentang
Perusahaan  Daerah  Bank  Perkreditan  Rakyat  dan
Peru sahaan       D ae rah       Pe rkre ditan       Kecalnatan
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat   Tahun 2015
Nomor   185,   Serf  E,   Tambahan  Lembaran  Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 185);

10.   Peraturan   Daerah   Provinsi   Jawa   Barat   Nomor   7
Tahun  2021  tentang  Penyertaan  Modal  Pemerintah
Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  pada  PI`.   BPR  Bogor
Jabar    (Perseroda),    FT.     BPR    Indramayu    Jabar
(Perseroda)  dan  FT.  BPR  Cirebon  Jab
(Lembaran    Daerah    Provinsi    Jawa
Tahun 2021 Nomor 7);

\

12.   Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Nomor    5
Tahun    2018    tentang   Penggabungan   Perusahaan
Daerah   Bank   Perkreditan   Rakyat   di   Kabupaten
Cirebon   (Lembaran   Daerah   Kabupaten       Cirebon
Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);

Memperhatikan   : r,,1.     Keputusan  Bupati Cirebon  Nomor  :  500/Kfp±Rek

2.

dan  SDA/2023  tentang Pembentukan Panitia Seleksi
Calon  Anggota  Dewan  Komisaris  Perseroan  Terbatas
Bank Perkreditan  Rakyat   Cirebon Jabar  (Perseroda)
Masa Bhakti Tahun 2023-2027;

Berita Acara Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)
Pertama FT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) tanggal 27
Mei    2022    tentang    Tindak    Lanjut    Hasil    Proses
Perubahan Nana dan Bentuk Badan HukiuLm PD. BPR
Astanajapura    menjadi    PI`.    BPR    Cirebon    Jabar
(Perseroda);


